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Pelayanan atas Pengajuan K eberatan Pajak Daerah
No. SK :

Per syar atan

1. 1. SKPD asli, dan/atau

2. STPD asli.

3. Akta pendirian perusahaan.

4. Bukti pembayaran yang telah dilakukan.

5. Surat pernyataan mengenai alasan permohonan keberatan.

6. Nota Dinas dari kepala seksi terkait.

N o v A~ WN

7. Surat rekomendasi Kepala CPDP setempat.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

petugas di Dispenda Jawa Barat.
2. Kepala Seksi terkait memverifikasi berkas permohonan.

3. Fungsional Seksi terkait membuat dokumen Nota Perhitungan untuk penetapan keberatan Pajak
daerah, Nota Dinas perihal penetapan pajak daerah dan Surat penetapan pajak untuk selanjutnya

diverifikasi secara berjenjang oleh atasannya.
Kepala CPDP setempat membuat Surat rekomendasi
Kepala Dinas membuat surat rekomendasi keberatan kepada Gubernur

Gubernur menerima permohonan keberatan dan memberikan keputusan

N o v A

Kepala CPDP, melalui fungsionalnya, menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah kepada

Pemohon.

8. Catatan: Pemohon mendapatkan jawaban atas permohonan keberatan pajak daerah selambat

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan keberatan pajak daerah dengan disertai berkas dokumen persyaratan kepada
I Biaya/ Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 16:11. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



http://www.bapenda.jabarprov.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7960630/pemerintah-provinsi-jawa-barat/pelayanan-atas-pengajuan-keberatan-pajak-daerah

Badan Pendapatan Daerah
ﬁ JI. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

1. 1. Nota Perhitungan untuk penetapan keberatan Pajak daerah.2. Nota Dinas perihal penetapan pajak

daerah3. Surat penetapan pajak4. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah

I Produk Pelayanan

Pengaduan Layanan

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik (SP4N)
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